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ABSTRAK

Muhammad Adrik Jawahirul Ashdaf, 2024. Ratio
Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-
XX/2022. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan. Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.

tentang Pemilihan ngan amar Putusan
Nomor 114/P
mendalilkan

beralasan
dianggap
but tentu

menurut
bertentan
perlu ada
mengkaji

norma‘yang diu
UUD. Adanya p
atio'decidendi ter
n hukum dan met
hakim M onstitusi terkait
hukum h dasar hukum ya
memutus tusan Mahkama
Penelitian ini
if, dengan tyj

edaulatan rakyat,
kepastian hukum si dalam proses
pemilu. Hakim mempertimbangkan dampak sosial dan politik
dari sistem pemilu yang ada, dengan tujuan untuk mendorong
partisipasi masyarakat yang lebih besar. Akibat hukum dari
putusan ini mencakup perubahan signifikan dalam dinamika
partai politik, di mana partai diharuskan untuk lebih
memperhatikan kualitas dan akuntabilitas calon legislatif.
Selain itu, putusan ini juga mendorong reformasi dalam

iX



struktur partai politik dan pengawasan pemilu yang lebih ketat
olen Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dengan adanya
kepastian hukum dan penekanan pada pengawasan,
diharapkan stabilitas politik dapat terjaga, dan kepercayaan
masyarakat terhadap sistem demokrasi meningkat. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai ratio
decidendi dan implikasi hukum dari Putusan MK No.
114/PUU-XX/2022, serta dampaknya terhadap perkembangan
demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: Ratio d
Konstitusi.

t Hukum, Mahkamah



ABSTRACT

Muhammad Adrik Jawahirul Ashdaf, 2024. Ratio Decidendi
Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XX/2022.
Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of
Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan. Advisor Yunas Derta Luluardi, M.A.

The Constitutional
rejected the request for,
concerning General
Number 114/PU

the Republic of Indonesia
aw Number 7 of 2017
ion), with the ruling
joners essentially

eing tested were

with the . With this_dec certainly
necessary e ratio decidendi ciplesand
examine t ons and.legal inte ethods of

Constituti judges related
legal basis used i
Decision Numbe

legal
he case in

on strengthenin ertainty, and the
need for transpar . Judges consider
the social and political impact of the existing electoral system,
with the aim of encouraging greater public participation. The
legal consequences of this decision include significant changes
in the dynamics of political parties, where parties are required
to pay more attention to the quality and accountability of
legislative candidates. Apart from that, this decision also
encourages reform in political party structures and tighter
election supervision by the Election Supervisory Agency

Xi



(Bawaslu). With legal certainty and an emphasis on
supervision, it is hoped that political stability can be
maintained, and public confidence in the democratic system
will increase. This research aims to analyze more deeply the
ratio decidendi and the legal implications of Constitutional
Court Decision No. 114/PUU-XX/2022, and its impact on the
development of democracy in Indonesia.

Keywords: Ratio deci I
Constitutional Court.

Legal Consequences,
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung
tinggi demokrasi dan jdga mengutamakan kedaulatan

negara
sebagai ide i. Demokrasi
ideologi negara
kita p, ga menjadi
I ini juga
Undang-
hun 1945

berbunyi

kekuasaan
proses pemilihan para pemimpin dan pejabat negara ini
yang dipilih langsung oleh rakyat.? Mengutip juga
menurut Scott Mainwaring, Pemimpin yang dipilih
langsung oleh rakyat adalah salah satu ciri-ciri negara

1 Moh. Mahfud MD, “Perdebatan Hukum Tata Negara: Pemikiran
Tentang Negara, Konstitusi, dan Demokrasi”” (Jakarta: Rajawali Pers,
2017), h. 133.

2 Mahfud MD, “Perspektif Hukum Tata Negara dalam Pemilu di
Indonesia,” Jurnal Konstitusi 15, no. 1 (2018), h. 25.

1



presidensial. Oleh karena itu, guna menjaga demokrasi
dan kedaulatan rakyat, sangatlah penting dengan
menjaga sistem pemilihan para pejabat di Indonesia.®
Pemilihan anggota-anggota legislatif dan juga
presiden dan wakil presiden menjadi suatu kunci krusial
akan adanya penyelengakaan demokrasi, pemilihan ini
lebih dikenal den Pemilihan Umum atau
ntuk perwujudan cita-

pejabat
merupakan pe rasi yang
selamaslima tah Indonesia
esempatan-bagi k dapat
t rakyat
semakin

emilihan umum
nggota Dewan
Perwakilan ~ Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.”schingga sangat diperlukannya sistem
yang menciptakan ruang aman bagi rakyat untuk

% Qodari, Mohammad, “Sistem Pemilu dan Demokrasi di
Indonesia”, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 32.

4 Ramlan Surbakti, “Memahami llmu Politik”, (Jakarta: PT
Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 45.



menggunakan hak suara sebagai bentuk kedaulatan
rakyat.

Mahkamah Konstitusi sebagai anak lahirnya
reformasi  diberi  kewenangan untuk  menguji
konstitusionalitas suatu undang-undang. Hal ini menjadi
penting dalam sistem hukum Indonesia untuk mencegah
lahirnya undang-un ang tidak sesuai dengan
konstitusi dan lggi prinsip supremasi
hukum konsti g n MK bersifat erga
omnesand

undang-undang
an rakyat namun j
checks and  bal
rena itu, Mahka usi harus
asas

dan kondisi yang
melatarbelakanginya. Dinamika  politik  yang
menggambarkan relasi kekuasaan menyebabkan proses
pemilu memerlukan analisis, catatan, dan rekomendasi
untuk memperkuat proses penyusunan dan penerapan
aturan main. Salah satu hal yang perlu diperhatikan tentu

®> Moh. Mahfud MD, “Perdebatan Hukum Tata Negara: Pemikiran
Tentang Negara, Konstitusi, dan Demokrasi”” (Jakarta: Rajawali Pers,
2017), h. 140.



saja adalah penguatan prinsip-prinsip penyelenggaraan
pemilu. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berperan
penting sebagai penafsir akhir dan penjaga demokrasi,
sehingga apabila Mahkamah  Konstitusi  salah
mengambil langkah dan mengambil keputusan maka
berimplikasi pada terganggunya penyelenggaraan
pemilu yang dalam ko undang-undang merupakan
hasil kesepakatan dan Presiden. Dalam
ol dari masyarakat

epublik ' Indonesi
m dikonsepsikan
mokratis _untuk
mengisi |

warga neg milih. Proses ini
tentunya a hasil pemilu itu
sendiri, dan hasil pemilu akan menentukan bagaimana
penyelenggaraan negara dalam masa jabatan lima tahun
ke depan, Kkhususnya yang berkaitan dengan
keterwakilan suara rakyat dalam kebijakan strategis

® Miriam Budiardjo, “Dasar-Dasar llmu Politik” (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 115.



dibuat di meja parlemen.” Dengan adanya klausul
‘langsung’ dan ‘adil’ dalam pasal tersebut, diharapkan
masyarakat dapat me kilnya secara langsung dan
epentingan politik atau

-XX/2022.8 Para
diantaranya ‘berbu
engan sistem p
ara memuat tanda
nama calon angg
a dilakukan deng 0S nomor

ambar partai. politi
if 11

tiap Partai

7 Arifin, “Efektivitas Sistem Pemilu Terbuka dalam Mewujudkan
Kedaulatan Rakyat di Indonesia,” Jurnal Politik dan Pemerintahan 9, no.
2 (2019): h. 105.

8 Indra Kusumah, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
114/PUU-XX/2022: Implikasi terhadap Sistem Pemilu di Indonesia,”
Jurnal Hukum dan Konstitusi 18, no. 3 (2023): h. 231.

% Pasal 168 ayat (2) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum

10 pasal 342 ayat (2) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum

11 pasal 353 ayat (1) huruf b ) UU No 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum

12 pasal 386 ayat (2) huruf b UU No 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum



terbanyak.'®* Keenam, Penetapan calon terpilih anggota
legislatif ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang
diperoleh.’*  Ketujuh, Calon terpilih anggota DPR,
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada aya diganti oleh KPU, KPU
Provinsi, dan KP kota dengan calon dari

arakan .dengan
mendistorsi  p politik.
onstitusi- menya k tidak
gatan dengan alas pemohon
enurut hukum da g diujikan
ertentangan deng ahkamah
mutuskan . dala

22 bahwa P

perlu adanya
analisis ter engkaji alasan-
alasan hukum dan metode ratio decidendi hakim
Mahkamah Konstitusi terkait dengan pertimbangan
hukum hakim dan dasar hukum yang digunakan dalam

13 pPasal 420 huruf ¢ dan d UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum

4 Pasal 422 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

15 pasal 426 ayat (3) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum

16 Andi Hakim, “Implikasi Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022
terhadap Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu,” Jurnal
Konstitusi 15, no. 1 (2023): h. 34.



memutus perkara Putusan Mahkamah Konstitusi No
114/PUU-XX/2022.1" Sehingga peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian terkait Ratio decidendi Putusan
Mahkamah Konstitusi No 114/PUU-XX/2022 dan
menyusun ke dalam penelitian hukum dengan judul
“RATIO DECIDENDI, PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO -XX/2022”.

utusan Mahkamah

Mahkamah

. T
telah
tas, -penelitian i sebagai
laskan dan ' menga decidendi
kamah Konstitu 114/PUU-

dapat membantu
terutama terkait
bidang Hukum Tatanegara dalam tatanan teoritis
pada masalah ratio decidendi putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 dan akibat
hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
114/PUU-XX/2022.

17 Rina Rahmawati, “Dinamika Hukum Tata Negara Pascaputusan

MK No. 114/PUU-XX/2022,” Jurnal Studi Hukum 10, no. 2 (2023): h.



2. Kegunaan Praktis

Hasil  penelitian ini  diharapkan dapat
memberikan pemahaman persuasif kepada praktisi
hukum dalam melakukan atau menerapkan penalaran
hukum dan menerapkannya dalam kasus konkrit,
serta menjadi suatu kontribusi pemikiran guna
kepentingan negar, angsa dan pembangunan
sekaligus mem faat kepada masyarakat

pemahaman

san Mahkamah

2 dan juga

Konstitusi
E.
1.

tian Ratio decide
h alasan-.hakim kan oleh
ai bahan pertim um yang
ar sebelum me perkara.®
hakim . mun karena adanya
lam tradisi huku

dalam melihat
suatu m i sosial yang ada
sehingga dapat diikuti oleh hakim berikutnya dalam
kasus serupa. Ratio decidendi merupakan abstraksi
hikmah di balik kasus yang diputus di masa lampau
lalu diterapkan pada masa selanjutnya. Menurut J.W
Harris, bahwa kesimpulan yang bersifat efektif dan

18 Ahmad Rifai, “PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM”,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 110.



universal dari berbagai masalah yang tidak tertera
aturan-aturan khusus maka hakim mengambil suatu
tindakan transfomatif dengan mempertimbangkan
sesuai dengan kebutuhan dan realitas. Fungsi ratio
decidendi dalam dunia peradilan sangat penting
sebagai sarana dal enyatakan pemikiran terkait
problematika um yang terjadi di
masyarakat.
Raid

jlan. Ratio
levan dan
lam konteks huku i rena ratio
muat penafsiran ra khusus
i dasar~atau la I putusan
jadi panduan ba im dalam
eputusan yang s

karena itu, ratio decidendi memiliki kedudukan yang
kuat dalam menentukan interpretasi hukum dan
memberikan kepastian hukum. Secara jelas dan
akurat ratio decidendi dapat memberikan panduan

19 Andika Wahyudi Gani, Penegakan Hukum, and Tindak Pidana,
“Analisis Yuridis Ratio decidendi Putusan Terhadap Terkait Perizinan
(Studi Putusan Nomor 222 / Pid. B/2018 /Pn Mks) Juridical Analysis Ratio
decidendi Of Rulings Against Law Enforcement Of Banking Crimes
Related Licensing (Study Verdict No. 222/ Xvii, No. 222 (2022): 139-46.



10

secara jelas bagi para pihak yang terlibat serta dapat
membantu dalam pengembangan dan konsistensi
sistem  hukum.? kim sebelum menjatuhkan
putusan harus be uka dan transparan yakni
dengan mel angan nalar ilmiah
terjadi sehingga

20 Andika Wahyudi Gani, Penegakan Hukum, and Tindak Pidana,
“Analisis Yuridis Ratio decidendi Putusan Terhadap Terkait Perizinan
(Studi Putusan Nomor 222 / Pid. B/2018 /Pn Mks) Juridical Analysis Ratio
decidendi Of Rulings Against Law Enforcement Of Banking Crimes
Related Licensing (Study Verdict No. 222/ Xvii, No. 222 (2022): 139-
146.

2L Andika Wahyudi Gani, Penegakan Hukum, and Tindak Pidana,
“Analisis Yuridis Ratio decidendi Putusan Terhadap Terkait Perizinan
(Studi Putusan Nomor 222 / Pid. B/2018 /Pn Mks) Juridical Analysis Ratio
decidendi Of Rulings Against Law Enforcement Of Banking Crimes
Related Licensing (Study Verdict No. 222/ Xvii, No. 222 (2022): 139-
146.
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Tabel 1.1 Penelitian Relevan

No | Nama dan Judul Persamaan Perbedaan
1. | Qomaruzzaman,?? | Persamaan | Tulisan  ini
Pemilu Legislatif | dengan membahas

Sistem litian ini | tentang  pro-
Proporsional % kontra pemilu
Tertutup mene legslatif

Terbukg agena pileg) di
Perg S onesia

Si Pem tahun
| Proporsia baik
sistem
sional

P
n

sistem
sional

gyar 1yyah.
2. | Ika Pust Tulisan  ini
Moh Saleh,** | dengan membahas
Urgensitas Sistem | penelitian ini | sistem

Pemilu yaitu sama- | pemilihan
Proporsional sama umum

22 Qomaruzzaman, “Pemilu Legislatif Sistem Proporsional
Tertutup dan Terbuka Perspektif Siyasah Tasyri’iyyah”, Jurnal Institut
Agama Islam Negeri Pontianak, Pontianak, (2023).

23 |ka Puspahani, “Urgensitas Sistem Pemilu Proporsional
Terbuka Berdasarkan Demokrasi Pancasila”, Jurnal Universitas
Narotama, Surabaya, (2023).
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Terbuka meneliti (pemilu) yang
Berdasarkan mengenai berbasis pada
Demokrasi Sistem konstitusi dan
Pancasila Pemilu berdasarkan
demokrasi
Pancasila.
3. | Christine Tulisan ini

Kansil

sistem

di
mengenai sia saat
Sistem

beralih
Pemilu i
Putusan
Mahkama
Konstitusi

membahas
Analisis bagaimana

Mahkamah pertimbangan
Konstitusi Nomor | meneliti hakim dalam
114/PUU- mengenai putusan MK

24 Christine S.T Kansil, “Persoalan Peralihan Sistem Pemilu
Indonesia Menjadi Sistem Proporsional Tertutup Menurut Permohonan
MK Nomor 114/PUU-XX/2022”, Jurnal Universitas Tarumanegara,
Jakarta, (2023).

25 Cinia Ramadhani, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang Uji Materil Sistem Pemilu dalam UU
Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Figh Siyasak ”, Skripsi Universitas Islam
Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tanah Datar, (2024).
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XX/2022 tentang | Putusan Nomor
Uji Materil | Mahkamah | 114/PUU-
Sistem Pemilu | Konstitusi XX/2022 dan
dalam Undang- | Nomor terjadinya
Undang Nomor 7 | 114/PUU- Dissenting
Tahun 2017 opinion hakim
Perspektif  Fiq dalam putusan
Siyasah tersebut
dilihat  dari

penelitian
yaitu sa
sama
meneliti
mengenai
ratio

tentang

pembentuk

alam Undang-
putusan Undang.
Mahkamah Kemudian
Konstitusi membahas
tentang Ratio

% Widodo Ekatjahjana "Mencermati Ratio decidendi Mahkamah
Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi* (2016)
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decidendi
Mahkamah
Konstitusi
yang
menyatakan
putusan
PTUN tidak
mengikat
pemohon
karena
ohon
pernah
di pihak
perkara
Usaha

Ijakan
penelitian. 2’

Berdasarkan latar belakang yang sudah
dipaparkan diatas, jenis penelitian ini yaitu yuridis
normatif dikarenakan titik fokusnya adalah mengkaji
hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti halnya
teori, sejarah, filosofi, struktur dan komposisi,

21" Juliansyah Noor, “Metode Penelitian”, (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2011), h. 254.
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lingkup serta materi, pasal demi pasal dan penjabaran
umumnya, formalitas dan kekuatan mengikat suatu
undang-undang serta bahasa hukum yang
digunakan.?®

2. Pendekatan Penelitj

yang digunakan dalam

historical
iran latar

ya mempunyai
n hukum primer
terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-
catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan
peraturan perundang-undangan dan putusan-

28 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

29 Ani Purwati, Metode Penelitian Teori dan Praktek, (Surabaya:
CV. Jakad Media Publishing, 2020), h. 87.

8 Jonny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum
Normatif, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 249.

31 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cet 5, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 67
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putusan hakim.®?> Dalam penelitian ini, Peneliti

menggunakan bahan hukum primer sebagai

berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang

-Undang Nomor
an Umum

Mahkamah Nomor
U-XX12022.
kum Sekunder
Bahan hukum s itu bahan

rupa buku-buku t
b hukum, jurnal-jur

melalui prosedur
inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-
undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan
hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena
itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi

32 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cet 5, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 67
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kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan
cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan
bahan-bahan pustaka, maupun penulusuran melalui
media internet yang ada kaitannya dengan
permasalahan penelitian ini.®

Analisis p ini dilakukan dengan cara
memberi komentar,
lan terhadap hasil

seharusnya men
H. Si i enulisan

ini terdiri dari 5 (
dari an, landasan teo ian, hasil
i1sis hasil peneliti

akan diba : uluan memuat
. latar bel masalah, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik,
penelitian yang relevan, metode penelitian dan
sitematika penulisan.

BAB Il Landasan teoritis, bab ini menguraikan
tentang teori-teori yang digunakan dalam mengkaji

3 Jhonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum
Normatif”, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 296.

3 Jhonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum
Normatif”, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 293.
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permasalahan vyaitu ratio decidendi oleh Hakim
Mahkamah Konstitusi, dan akibat hukum dari putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

BAB Il Hasil penelitian, pada bab ini memuat
pemaparan data yang sesuai dengan jenis penelitian yang
penulis gunakan yaitu bersifat normatif untuk menjawab
isu hukum yang terdapat pada rumusan masalah.

BAB IV Pemb n penelitian, pada bab ini
penulis akan men aimana ratio decidendi
oleh Hakim M i yang peneliti bahas




BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 114/PUU-XX/2022 menegaskan pentingnya prinsip
konstitusionalitas dalam si hukum Indonesia. Dalam
putusan ini, Mahka | bahwa undang-undang
yang diuji harus sej k dasar warga negara

ggaraan  pemilu
gnya kepastian h na semua
g-undangan haru
arakat. Secara ke
mperkuat kerang

terhadap pe
mengubah la asi di Indonesia
secara keseluruhan. Keputusan ini menciptakan dasar bagi
pemilu yang lebih adil, transparan, dan representatif, serta
memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik.
B. Saran
1. Bagi Mahkamah Konstitusi, hendaknya Hakim
Mahkamah  Konstitusi  lebih  mempertimbangkan
kemungkinan-kemungkinan yang lain dalam

19
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mempertimbangkan dan memutus suatu perkara demi
terciptanya keadilan hukum dan konstitusi.
2. Bagi peneliti sebelumnya, untuk dapat menghasilkan
analisis yang lebih komprehensif dan mendalam
mengenai ratio decidendi dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, serta dampaknya
terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia.
C. Limitasi

Penulis dalam
keterbatasan peng
meneliti lebi
Konstitusi
penulis

ripsi ini juga memiliki

utuskan perka 114/PUU-
si ini dapat digu ai sumber
selanjutnya dan bi atikan hal
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